MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 8 TAHUN 2019
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 105
TAHUN 2014 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN
JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 37 TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 105
TAHUN 2014 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN
JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa peta jabatan dan uraian jenis kegiatan jabatan
di Lingkungan Kementerian Perhubungan sangat
dinamis dan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, serta
kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan dalam
setiap satuan organisasi sehingga perlu ditetapkan oleh
Menteri melalui Keputusan Menteri;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 105 Tahun 2014



Mengingat

Menetapkan

tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan
Jabatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 105 Tahun 2014 tentang Peta
Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Unit
Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian
Perhubungan;

1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3.  Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 105 TAHUN 2014 TENTANG PETA JABATAN
DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 37
TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN



MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 105 TAHUN 2014
TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN
JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 105 Tahun 2014
tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Unit
Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
105 Tahun 2014 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis
Kegiatan Jabatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 680), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini  mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



V

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Februari 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 26 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 205
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